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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

FETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITURONTYO DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAI'ATAN DAN BELANTA DAERAH (APBLY

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

: bahwa guna memberikan pedoman bagi aparal di lingungan Pemerintah
Kabupaten Situhondn dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dazrah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 20011, dipandang
perlu momberikan Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di
Lingkudgan Pewmerinlah Kabupaten  Situbonde Dalam  Peluksanaan
Anpgaran Pendapatar dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Situbondo
‘Tahun 2011 yang pelaksanaannya ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

e

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dracrah-
Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaws Timur (Lemburan
Negara Republik indenesiv Tahun 1950, Nomor 19, Tambuhan
[embaran Negara Republik Tndancsia Nomar ) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tohun 1974  tentang  Pokok-pokok
Kepegawuiun (Tembaran Negara Republik Indoncsiz Tahun 1974
Namor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indapesia Nomior
3041) scbagaimana felah dicbah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 Pokok-Pokok Kepegawaian (T.embaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Numor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indopcsia Nomar 389%0)

. Lndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Numor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 33(2)
sehagaimana teleh divhah dengan Undang-Undang Namor 12 Tahun
1994 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1985
tenfang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembarun Negarz Republik
Indanesia Tghun 1994 Nomar 62, Tambaban Lembaran Megrara
Republik Indonesia Momor 3569%;



14,

1

Undang-Undang Nomor 18 Tabhun 1997 tenlang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Tembaran Mepara Republik Indonesia Tahun (997
Momor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3085) scbagaimana tclah divbah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 entang Pemmbahan Atas Unding-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentane, Pajak Dacrah dan Rewibusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahun 20000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomar 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Alas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun
2007 Nomwor 44, Tambihan Tembaran Nepara Republik Indoncsia
Nomeor 3683) sehagaimana felah divbalt dengan Undane-Undang Nomaor
20 Tabun 2IXK) (Lcmbaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000
Namor 130, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kvrupsi, Kolosi dan Nepatisme
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomer 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nemor 3952);

Undang-Undang Nomar |7 Tahon 2003 tentang Kevangan Negara
(Lembaran Negata Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42863,

Undang-Lindang Nomor 1 Tahun 2004 1entang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 5, Tambzhan
Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomar 4335);

Undung-Undang Nomor 10 Tahun 20{M tentang Pembentukan Poraturan
Perundang-Undangan (Lembaran MNegars Republik Indoncsiz 1ahun
2004 Nomot 33, Tambzhan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Naomor 4349);

Undang-Undang Nomer 15 Tabun 2004 tentang  Pemeriksaan,
Fengelolsan dan Tanggong Jawab Kevangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor &6, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

12. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Petencanaan
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14.

Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Tndoncsia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Tembaran Negara Republik Indomesia
Nemor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tontang Pemerinlahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 125,
Tambahon  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana iclah diubah dengan Undacg-Undany Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2104 tenfang Pemerintahan Daersh (Letmbaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, ‘Yambaban Iembaran Nepara
Kepublik lndomesia Nomor 45844} ;

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbungan Keuanpan
Antara Pcmerinlah Pusat dan Pemerintah Daersh (Lembaran Negara
Republik Indopesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Tembaran
Nugara Republik indonesia Namor 4438)
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 1972 lenlung Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemctiolsh Daerah Kabupaten
Panarukan {Lembaran Negara Republik Indoncsia Tshun 1972 Nomor
38);

. Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentong Kedudukan

Kcuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 20000 Nomor 21{, Tambzhan Lembaran
Iegara Repmblik Indonesia Nomar 4028);

Perutwran  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2M)7 temtang Organisasi
Perangkat Daersh (Lembaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741)

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran MNegars Republik Indanesia
Momar 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 T'ahun 2005 wentang Pinjaman Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2005 Nomor 136,
Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4574);

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tabun 2005 teniang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4575);

Peraturan Pemeriatah Momor 57 Tahun 2005 wntang Hibah kepada
Diderah (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2005 Nomor 139,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomer 4577);

Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kevangan Dacrah (Lembaran Nepara Republik lndenesia Tuhun 2005
Nomor 140, Tamhzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Momeor
4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pongawusan Penyvelenggaraan Pemcrintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahun Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4593);

Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Nepgara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indumesia Tahun
2006 Namor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubshan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momer 20,
Tambahan Lembaran Negars Repohlik [ndonesia Nomor 4609);

Peraluran  Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 25, Tumbahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomar 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Talun 2007 rtemtang Laporan
Penyelenggaraan Pemerinlahan [haerah kcpada DPRLDY, dan Informasi
Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Duerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Bepublik [ndonesia Nomor 4693);



Menetapkan

27. Peraturan Pemenintah Namor 38 Talun 2007 tentang Pembsapgian Urnisan
Pemerintahan Antara Pemeriotabh, Pemeninizh Dacrazh Propinsi, dan
Pemeriolaban Ducrah Kabupalen/®ota  (Lzmbaran MNegara Eepublik
[ndonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Namor 4737,

28. Peraturan Presiden Republik lodoncsia Nomor 54 Tahun 2010 lentang
Pengadaan Barang/Jasa Pumerintah;

29, Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang
Pedoman Pengplolaan Kevangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mentert Dalam Negei Nomor 59 ‘Labun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menleri Dalam Nepeo Nomor 13 Tabun 2006
tenLang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Momor 45 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Gedunyg Negara,

32. Peraluran Menteri Dalam MNegeri Nomor 37 Tahun 2(HQO teniang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;

33. Peraturan Menteni Kevangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar
Riaya Talmn Anggaran 2011;

34, Peraturan  Daersh Kabupaten Situbondo Nomor 1 ‘Tahun 2008
sebigiimena iclah diubah dengan Peratiran Dacrah  Kabupaten
Situbondo Nemor 4 Tahun 2009 tertang Rencana Pembangunan Jangka
Menrengah Daerah (RPIMD) (Lemburan Daerah Kabupaten Situbonda
Tabun 2008 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Silubonda Nomor 2 Tahun 2008 (¢mansg
Urvsan Pemeriniah Kabupaten Simbondo (Lembaran Dacrah Kabupaten
Silubonde Tahun 2008 Nomor 2);

30, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2068 tenlang
Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Siwhando Tahun 2008 Nomor 13);

37. Peraturan Hupati Situbondo Memar 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemberian 1libah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten
Situbondo (Benta Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 19).

MEMUTLSKAN :

: PERATURAN BUFPATI TENTANG PETUNJUK UMUM DAN

PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KARUPATEN SITUBONDO DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBOND{D TABUN 2011,

Pasal 1

Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Silwbondo Dalam  Pelaksanaan Angparan Pendapalan  dan
Belanja Daersh (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011, schagaimana
tersebut dalum Lampiran dan metupakan bagian yang tidak lempisahkan
dengan Perataran Bupati ini,



Paszal 2

Petonjuk Umum dan Pedoman Kera Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten
Situbondo sechagaimana dimaksud dulum Pasal | merupakan acvan bagi
Aparal Pemerintah Kabupaten Situbonda dalam melaksanakan program dan
kegatan  sesuei Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Situbandp Tahun 2011.

Pasal X

Peraturan Bupati imi herlaku pada tangeal diundangkan.

Agar sulisp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peagundangan
Peraturan  Bupati ini dengan penempatannys dalam  Berita Daerah
Kabupaten Silubondo.

Drletapkan di Situbondo
Pada tangpal 13 DEC ZEHG

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo n
padatapggad 1 3 JEC 0iu

Pembina Utama Muda
NTP. 19541010 197603 1 01}

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 82
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